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BAB III
PARADIGMA KEPEMIMPINAN ABRI DI INDONESIA

A, Bukti sejarah kepemimpinan ABRI

Sejak terbentuknya ABRL pada tahun 1945 faktor kepe-
mimpinan selalu memainkan peranan penting dalam perkembangs
nya. Baik untuk kelompok-kelompok ABRI yang tersebar menja-
lankan perjuangannya masing-masing dalam rangka perjuangan
nasional yang besar,maupun untuk ABRI secara keseluruhan., -
Apalagi karena ABRI dan khususnya TNI telah terbentuk dan
tumbuh sebagai gerakan yang dapat disamakan dengan satu le-

vee en masse atau kebangkitan rakyat secara spontan,

Sukar dibayangkan lahiruya dan kelangsungan hidup
dari pasukan-pasukan yang ada di mana-mana, andaikata tidak
ada kepemimpinan, Sebab orang tidak dibayar dan tidak di
bekali dari satu organisasi pusat, padahal perjuangan harus
berjalan terus menghadapi pasukan penjajah. Ketika Lambat
laun pusat makin mampu untuk melebarkan kekuasaan dan duku=
mgannya ke daerah, masih tetap diperlukan kepemimpinan  di
daerah untuk dapat melaksanakan kchendak pusat sesuai deng-
an kondisi daerah yang berbeda-beda., Di pusatpun ABRI harus
dapat mengembangkan kepemimpinan untuk dapat mempersatukan
S€genap perjuangan yang dilakukan di daerah-daerah guna me-
Nfapai tujuan bersama,(Sayidiman Suryohadiprajo Letjen.Purn

1990 : 217).,
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Untuk mencapal tujuan,Semangat perjuangan manunggal-
nya ABRI dan rakyat itu tidak pernah pudar, bahkan berkem -
bang terus selama tahap-tahap pengisian kemerdekaan dengan
melembaganya peranan ABRI secbagai kekuatan Hankam dan unsur
kekuatan sosial. Dan ABRI sebagai kekuatan sosial melaksana
kan tugasnya dengan serasi dan mengusahakan adanya integra-
s1 dengan Rakyat seluas-luasnya atas dasar "partnership" -
yang sejajar dengan kekuatan sosial lainnya untuk membela

keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan pembangunan nasional yang ditujukan un-
tuk meningkatkan kesejahteraan nasional sangat tergantung -
pada hasil upaya keamanan nasional dan di lain pihak upaya
keamanan nasional juga hanya bisa berhasil dengan baik bila
didukung oleh upaya dalam bidang kesejahteraan nasional. -
Yang ditujukan untuk memperbaiki turaf hidup, upuaya mencip=-
takan suuasana lingkungan yang aman dan damai tidaklah boleh

diabaikan,

Hasil upaya deolam bidang kesejahteraan nasional yang
menciptakan suasana kehidupan yang; kerta-raharja, di. sertsi
hasil upaya yang serasi dalam bidang keamanan nasional yang
menciptakan suasana linBgkungan yang tata tenteram, memberi-
kan kemampuan kepada bangsa Indonesia untuk dapat memeliha-
ra kelangsungan hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan
tantangan dan ancaman ini, Kemampuan ini merupakan hakekat

dari pada ketahanan nasional. Berpangkal tolak dari makna -
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ketahanan nasional Inilah, bangsa Indonesia membangun ke -
mampuan nasionalnya semata-mata untuk penyelamatan diri
dan bukan untuk digunakan sebagai sarana dalam politik adu

kekuatan antar negara.(Drs. A, Chalik Ali, tt. : 64).

Dalam rangka mencapai tujuan perjuangan bangsa Indo
nesia di perlukan adanya integrasi ABRI dengan Rakyat yang
sebaik-baiknya, sebagaimana telah di buktikan dalam perju-
angan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan

negara republik Indonesia,

Untuk memelihara dan meningkatkan integrasi ABRI de
ngan Rakyat di perlukan adanya usaha-usaha yang kongkrit -
di setiap anggota ABRI, di sertai dengan semangat dan pen-
gertian yang mendalam oleh semua pihak, (Pola dasar Pembina

an Mental ABRI "PINAKA BALADIKA", 5 mei 1972 : 15).

Pada tahap awal orde baru belum adanya kesatuan ko-
Nsepsi dan kesamaan sikap dan gerak dalam lingkungan ABRI,
Ini adalah akibat adanya revalitas antara alighatan dan pol
r1 yang berkedudukan menteri dan langsung di‘bawah Presi-
den/Panglima tertinggi/Pimpinan besar Revolusi, Dalam rang
ka integrasi ABRI dan untuk dapat memperkokoh kesatuan di
lingkungan ABRI, terutama secara mental psikologis, di ada
kanitah seminar Hankam(1966) yang diikuti olen semua Angka-
tan dan Polris, Seminar ini menghasilkan Doktrin pertahanan
Keamanan Nasional (Boktrin ABRI sebagai kekuatan Hankam) -
dan Doktrin perjuangan ABRI (Dektrin ABRI sebagai kekuatan

sosial politik) yang dirangkumkan dalam satu dokumen den-
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gan judul "Catur Darma Eka Karma" atau disingkat CADFK, -
yang berlaku untuk semua Angkatan dan Polri.(Soebijono (ed)

1992 : 126).

B, Dwi Fungsi ABRI dan Dasar Hukumnya

Dwi Fungsi ABRI adalah suatu konsep politik yang
menempatkan ABRI baik sebagai kekuatan Bertahanan Keamanan
(Hankam) maupun sebagai kekuatan sosial politik dalam su-
pra maupun 1nfra struktur politik sekaligus, Struktur po-
litik yang demikian itu telah diatur melalui peraturan
perundang-undangan yang ada. Struktur yang demikian tidak
ditemukan datlam sistem di negara yang menganut paham demo-
krasi liberal maupun parlementer., Perbedaan tersebut tidak
hanya pada struktur namun juga pada mekanismenya. (Soebi jo-

no (ed), 1992 : 1)

Adanya fungsli yang demikian ini, dikarenakan adanya
hubungan timbal-balik yang sangat erat antara bidang ke~
amanan dan kesejahteraan nasional menghendaki agar pemba -
ngunan ABRI tidak semata-mata diarahkan kepada pembentukan
kekuatan pertahanan-keamanan., Pembangunan ABRI hendaknya
juga diarahkan agar memiliki kemampuan untuk berfungsi se-
bagai kekuatan sosial, yang bersama kekuatan-kekuatan so-
slal lainnya dapat menanggapi dan mengatasl permasalahan -
permasalahan nasional sebagai suatu kebulatan, sehingga
dapat mewujudkan Ketahanan Nasional yang utuh,( Lemhanas,-

1990 : 185 - 186),
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Kemudian, mengenal pengaturan Dwi Fungsi ABRI dalam
undang-undang baru dimulai pada zaman Orde Baru, walaupun
sebelumnya beberapa peraturan perundangan telah menying
gung kedudukan ABRI sebagal golongan Fungsional seperti
umpamanya UU no., 7 tahun 1957 tentang Dewan nasional, uu
no. 80 Tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional,dan ke-
tetapan MPRS No, II/MPRS/19Y6U. Dengan kedua undang-undang
itu, maka untuk pertama kalinya ABRI secara formal diakui
sebagal golongan fungsional dan wakil-wakilnya duduk seba-
gal anggota dalam Dewan Nasional dan Dewan Perangang Nasl-
onal. Tidak lama kemudian setelah pembentukan DPK-GR dan
MPRS pada tahun 1960 maka ABRImempunyai perwakilan di da-
lamnya. Dasar hukumnya adalah penetapan Presiden dan kepu-~
tusan Presiden, Peraturan Perundangan zaman Orde Baru yang
menyangkut Dwi Fungsli ABRI dimulal dengan ketetapan = MPRS
Nomor XXIV/MPRS/1966 yang kemuairan disusul oleh UU No, 15
Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU No, 16 Tahun 1969
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang anta-
ra lain mengatakan :

"Mengingat Dwi Fungsi ABRI sebagai alat negara dan
kekuatan sosial harus kompak bersatu dan merupakan ke
satuan untuk dapat menjadi pengawal Pancasila dan UUD
1945 yang kuat dan sentosa',

Kemuaian ketetapan MPR No, IV/MPR/1978 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara mengukuhkan Dwi fungsi ABRI sebagai sa

lah satu modal aasar pembangunan Nasional dengan kalimat
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"Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai ke-
kuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial yang
tumbuh dari rakyat bersama rakyat menegakkan kemerde-
kaan bangsa dan negara",

Sebagai lanjutan Ketetapan MPR No, 1V/MPR/1978 pada tang -
gal 19 september 1982 telah' diundangken UU No, 20 Th 1982-
tentang ketentuamrketentusn pokok Pertshanan KeamananNagare

Dalam pasal 26 Undang-undang itu berbunyi

"Angkatan bersenjata mempunyai fungsi sebagai keku-
atanpertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan -
s0sial',

Dalam penjelasan pasal ini dirumuskan

."Fungsi Angkatan bersenjata sebagail kekuatan sosial
sudah adz sejak kelahiranya serta merupakan bagian
dari hasil proses perjuangan dan pertumbuhan bangsa
Indonesia yang telah dirumuskan dalam marga kesatu '«
sampal marga ketiga pada sapta marga dan dinyatakan -
sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasioaal -
dalam Garis-garis Besar Haluan “egara(Ketetapan Maje-
lis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978)",

Selanjutnya dalam pasal 28 UUno 20 Tahun 1982 dikatakan

(1) Angkatan bersenjata sebagal kekuatan sosial bertin
dak selaku dinamisator dan stabilisator yang ber-
Sama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas -
dan tanggung-jawab mengamankan dan mensukseskan -
perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta
meningkatkan kesejahteraan bagi.seluruh rakyat In-
donesia',

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud a-
yat (1) pasal ini angkatan bersenjata diarahkan a-
gar secara aktif mampu meningkatkan dan memperku -
kuh ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pe-
ngambilan keputusan mengenai masalah Kenegaraan
dan pemerintahan, mengembangkan demokrasi pancasi-
la dan kehidupan konstitusional berdasarkan Undang
Undang Dasar 1945 dalam segala usaha dan kegiatan
pembangunan nasional,

Penjeiasan pasal ini berbunyi :



49

"Sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia ter-
bukti angkatan bersenjata merupakan pengawal dan pe-
ngamal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang -
setla, sehingga dalam peranannya sebagai kekuatan
soslal angkatan bersenjata mendaya gunakan kemampuan-
nya selaku dinamisator dan stabilisator dalam menunail
kan tugas dan tanggung jawab mengamankan dan mensuk =
seskan perjuangan dalam mewujuakan tujuan nasional.
Dalam rangka pelaksanaan tungsi sebagaimana di maksud
di atas, angkatan bersenjata diarahkan agar mampu se-
cara aktif dan positif ikut serta memupuk serta meman
tapkan persatuan dan kesatuan bangsa dan mampu ber-
peran dalam pembangunan nasionalr ke arah terwujudnya
ketahanan nasional yang tanpguh,

Terakhir, UU no. 2 Tahun 1988 tentang prajurit ABRI mene -

gasnan dalam pasal

"Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
mengemban Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik In-
donesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan
negara dan kKekuatan sosial politik",

Doktrin mengenai kegiatan ABRI sebagai kekuatan so-

sial politik disebut kekaryaan ABRI., Doktrin Kekaryaan di-
cantumkan dalam keputusan Panglima Angkatan Bersenjata -
nomor : KKP/40/1975 tanggal L7 November 1975 tentang dok-
trin Kekaryaan ABRI., Beberapa di antara intinya adalah :
a) Hakekat Dwifungsi ABRI

Hakekat Dwifungsi ABRI ialah jiwa dan semangat pengab -

dian ABRIuntuk bersama-sama dengan kekuatan sosial lain

nya memikui tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa

indonesia, baik di bidang pertahanan keamanan negara

maupun di bidang pembangunan kesejahteraan negara dan

bangsa dalam rangka pencapaian tujuan nasionads.

Fungsi ABRI yang kedua sebagai kekuatan sosial poLritik
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merupakan penjelmaan daripada hasrat dan kerelaan ABRI
sebagal prajurit pejuang untuk ikut serta dalam segala
usaha dan kegiatan negara dan bangsa untuk mengisi ke-
merdekaan, Hal ini senantiasa dilakukan bersama dengan
rakyat dan kekuatan sosial politik lainnya dalam sema-
ngat kekeluargaan dan kegdtong royongan, Melalul kekar
yaan ini, ABRI secara aktif ikut serta dalam menentu -

kKan haluan dan poLitik negarae

Tujuan Kexaryaan ABRL

Berdasar- hakexat Dwi Fungsi terscbut; khususnya menge-

nai fungsi yang kedua dalam bidang kekaryaan, maka

dapatiah dirumuskan tujuan kekaryaan ABRI itu, yaitu
snsaran akhir yang aicapal oleh seluruh kegiatan dalam
bidang kexaryaan ini

(1) Terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia seperti di
maksud dalam pancasila dan UUD 1945,

(2) Tercapainya masyarakat adil dan makmur yang merata
spiritual dan material, berdasarkan pancasila dan
UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Inde
nesia.

(3) Tercapail dan terpeliharanya ketahanan nasional di
segala bidang dan aspek kehidupan negara serta rak
yat Indonesia.(Drs. Saefrudin Bahar dkk, 1989:164~
165)

Demikianlah dasar-dasar hukum Dwifungsi ABRI diIndonesia,

50
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dwifungsi
ABRImempunyai dasar hukum yang kuat sekali, baik di 1lihat
dari segi teori hukum maupun dari segl hukum yang berlaku,
Walaupun demikian perlu diperhatikan bahwa hukum tidak ber
diri sendiri karena pada hakckatinya hukum adalah cermin -
dari kehidupan masyarakat dan cita-citanya. Ada yang mnenga
takan bahwa hukum adalah wajah aaripada politik, hal ini
berarti kalau politik berubah, atau kehidupan atau cita -
cita berubah maka hukum dapat berubah pula, Artinya, apa
yang dianggap legal dan legitim sekarang ada kemungkinan
bahwa nantinya hal itu tidak dianggap legitim lagi, dan
kalau sesuatu hal yang dianggap scbagai tidak legitim lagi,
artinya tidak diterima lagi olch musyarakat, maka Undang -
Undangnyapun harus berubah. Kalaupun undang-undangnya se-
cara formal tidak berubah maka daya berlakunya sudah royah
Berkenaan dengan mazsalah ini perlu diingat pendapat se-
orang pakar sosiologi kemiliteran Profesor Jacques van -
Doorn yang mendalilkan bahwa secara umum legitimasi angka-~
tan bersenjata akan tetap terjamin (1) selamaifungsinya se
Jalan dengan tujuan yang oleh brngsa yang bersangkutan di
anggap legitim,(2)selama subkultur angkatan bersenjata se-
jalan dengan budaya politik bangsanya, dan(3) selama susu-
nan angkatan bersenjata cukup mencerminkan susunan atau

komposisi masyarakat politiknya.(Soebijono (Ed),et., al,1992
1 122 - 123)

Berdasarkan rumusan ini, maka agar dasar hukum Dwi-
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Jaga agar faktor-faktor penentu di atas tetap terpenuhi,

C. Peranan kepemimpinan ABRI dalam fungsinva sebagai

Kekuatan Hankam

Dalam perkembangan umat manusia yang semakin menon-

Jolkan profesionalisme ABRI harus dapat menunjukkan efek -

tivitas duan kualitasnya sebagai kekuatan Hankam, untuk

mengatasl persoalan-persoalan keamanan yang dihadapinya se
)

cara efektif, ABRI harus dapay mempengaruhi dan mendapat

Kepercaynan dari rakyat,

Kepemimpinan ABRI harus dapat menjaga kestabilita -
san nasional agar evektivitas dan kualitas ABRI. senantiasa
terpelihara dalam tingkat yang setinggl munpgkin., Karena un
tuk mengegah terjadinya kekorasan bersenjata dan mengakhi-
ri satu konflik bersenjata dengan fihak lain, maka pada
tingkat pertama ABRI yang cfektif aan berkualitas tinggl
diukur dari Kemampuannya ulituk menaingkal terjadinyas gang -
guan bersenjata oleh pihak lain, 3Baik dalam bentuk serang-
an yang sumbernya dari luar Indonesia, maupun térjadinya
pemberontakan bersenjata oleh kalangan tertentu di Indo-
nesia. (Sayidiman Suryohadiprojo. 1992 : 223)

Penangkalan itu akan terjadi kalau orang atau pihak
lain menilai kemawmpuan profesional BRI begitu tinggi, se-
hingga ia lebih baik tidak menggangpu keamanan Indoncsia

Oleh karena itu berarti harus verbadapan dengan ABRI, -
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Untuk menimbulkan persepsi demikian pada pihak lain, maka
setiap organisasi yang menjadi bagian dari ABRI gerlu me-
nunjukkan efektivitas dan mutu yang sebaik mungkin, Disi-
plinnya tinggl, cara bekerjanya lancar dan efektif,orang-
Orangnya terasa bermotifasi tinggi,hubunganya dalam masy-
arakat baik, dan faktor-faktor lain yang berhubungan den-
gan efektivitas dan mutu. Itu berarti bahwa setiap bagian
ABRI harus mempunyai pemimpin yang menjalankan manejemen-
dan kepemimpinan yang baik. Akan tetapi mungkin pihak lai
akan tetap melakukan pelanggaran terhadap ketertiban dan
perdamaian masyarakat yang ada. Dalam hal itu ABRI harus
dapat mengakhiri pelanggaran itu dengan secepat dan setun
tas mungkin. Itu berarti bahwa kemampuan operasional ABRI
harus tinggi., Untuk itu setiap bagian ABRI sudah di biasa
kan untuk menjalankan operasi apabila diperlukan, melalui
penyelenggaraan latihan-latihan sebelum ada peristiwa pe-
langgaran. Pemikiran dan pelaksansan taktik pasukan perlu
senantiasa diuji, sehingpgn dalam operasi dupat melalzukan

tindakan yang tepat dan berhasil guna.

Berarti bahwa kepemimpinan yang harus dipelihara -
tidak hanya yang baik umtuk menghadapi situasi yang rela-
tif stabil, melainkan juga kepemimpinan yang cakap ber-
gerak dalam kondisi yang tidak menentu dan penuh " ketidak
pastian. Kemampuan untuk memimpin datam situasi dengan
risiko tinggi harus ada pada pada seorang pemimpin ABRI

(Sayidiman Suryohadiprojo, 1992 : 223)
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Kepemimpinan ABRLI sebagai kekuatan Hankam yang di
dasarkan atas sistim Hamkamrata, wntuk mewujudkan citra ke
manunggalan ABRI dengan rakyat. Perwujudun kemanunggalan -
ABRI dengan Rakyat harus dapat menggambarkan bahwa dalam
tugas-tugas membela negara dan bangsa, yang benar-benar -

menjadi partner ABRI adalah rakyat.

Prinsip-prinsip kemanunggalan ABRI dengan rakyatitu

-

tidak hanya penting bagi ABRI dalam melaksanakan tugasnya
dan fungsinya sebagai kekuatan sosial, tctapli disampingitu

- -

juga sebagai kekuatan Hamkam.(Drs.i.Chalik Ali, tt : 200)

Kepemimpinan di lingkungan ABRI sebagai kekuatan

.

Hamkam juga memerlukan kecakapan untuk mengembangkan pand-
angan strategi. Sejumlah perwira yang pada saatnya memper-
oleh kesempatan menduduki jabatan tinggli dalam dalam hira-

rki Hankam harus mempunyai kemampuan itu, kalau ABRI harus
memenuhi dharmanya sebagal kekuatan Hankam yang andal se-
panjang masa. Pandangan strategl itu berpengaruh besar

kepada perumusan kebijakan dalam segala bidang yang diha -

dapi dan yang harus dilaksanakan ABRI,

Ada orang yang mengatakan bahwa perwira itu cukup
baik kalau sudah cakap bertempur, dan itupun paling tinggi
pada tingkat kesatuan kompi senapan yang memang di medan
tempur secara langsung berhadapan dengan musuh.dan Anehnya
bahwa orang yang berpendapat demikian diketemukan dalam -

hampir semua angkatan bersenjata di dunia, juga di  ling-
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kungan ABRI. Sudah jelas sekali bahwa pandangan demikian -
amat menyesatkan. Adalah benar bahwa perwira harus cakap
‘dalam pertempuran, artinya mempunyai kecakapan taktik.Akan
tetapi perjuangan itu tidak hanya mempunyai asgpek taktik
saja, demikian pula perjuangan militer. Selain mempunyai -
aspek taktik, perjuangan mempunysi aspek strategi dan log-
istik, Kalau para perwira yang duduk dalam pucuk pimpinan
ABRI kurang mampu mengembangkan pandangan strategi yang
sehat, maka doktrin-doktrin yang bersangkutan dengan tak-
tik dan logistik akan serba salah arah, dengan segala aki-

batnya yang negatif,(Sayidiman Suryohadiprojo, 1992 : 225)

Perwira yang duduk dalam pimpinan ABRI harug dapat
mengembangkan pandanganya mengenai magalah-masalah..ini se-
cara jelas, dan memberilan pendapatnya kepada pimpinan po-
litik negara. Keselamatan dan kesejahteraan nasional amat
tergantung pada kemampuan strategi i1tu,

4

Dengan demikian seorang perwira harus dapat mengem-
bangkan kemampuan maksimal sesuai dengan tempatnya berada.
Kalau menjadi komandan pasukan tempur maka ia harus men-
jadi seorang taktikus yang ulung,yang cerdas,cerdik,lincah
dan sukar di tebak lawan, Kalau 1a berada di lingkungan Lo
gistik maka la harus sanggup bekerja metodis dan sistema -
tis serta teratur, pada saatnya Juga incvatif. Kalau 1a
menjadi perwira staf maka ia dapat berpikir dan mengembang
kan xonsep dan saran yang mendukung tugas komandan, Kalau

ia menjadi perwira teritorial maka ia harus mampu bergaul-
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dan dekat dengan masyarakat tanpa kenilengan ketegasan si-
kap. Kalau ia berada di pucuk pimpinan ABRI ia harus dapat
mengembangkan pikiran strategi yang sehat dan mendukung -~
pencapaian tujuan politik. Maka dapat dikatakan bahwa se-

orang perwira ABRI harus mempunyai fleksibilitas yang

.

i

memadai, sehingga dengan begitu dapat menjalankan kepemim-
pinan di setiap tugas dalam ABRI sebagal kekuatan Hankam .

(Sayidiman Suryohadiprojo, 1992 : 227)

Do Peranan Kepemimpinan ABRI dalam fungrginva sebagni

Kekuatan Sosial Politik

ABRI tidak hanya merupskan kekuaian militer atau
Hankam yang menjalankan perintah-perintah pimpinan politik
negara dalam rangka keamanan nasional, tetapi juga turut
bertanggung jawab atas tercapainya tujuan nasional vang di
perjuangkan olLeh seturuh rakyat Indonesia. Dalam menjalan-
kan fungsinya sebagal kekuatan sosial politik, ABRI perlu
meningkatkan fungsinya sebagai Dinamisator untuk mewn jud -
kan pembangunan nzsional di samping fungsinya sebagai sta-

bitisator.(Drs.,A. Chalik Ali, tt : 202)

Peranan ABRI di bidang sosial politik pada intinya
bukan disebabkan oleh penonjolan fungsi kemiliterannya, -
akan tetapi lebih banyak di dorong oleh :

1) Keinginan untuk mengadakan reformasi sosial dan moder =
nisasi politik yang lebih sehat;

2) Btik memberikan peraysznan umum yang Lebih baiks
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3) Kemampuan teknis, administratif, dan manejerial yang
lebih tinggi dibandingkan aengan kemampuan orang- orang
sipil (berkat sistem persenjataan modern yang menuntut
adanya manajemen modern);

4) Fungsi kebayangkarian dalam wujud pengabdian yang hero-
ik dan kekesatriaan, untuk menegakkan keamanan dan ke-
tentraman umum;

5) Adanya esprit de corps dengan kohesi internal yang sang

at kuat.(Dr. Kartind Kartono, 1994 : 254=255)

Oleh karena itu peranan militer dan kepemimpinannya
itu pada hakekatnya bukan merupakan penonjolan karakteris-
tik sosial-militer, akan tetapi merupakan respons(reaksi)-
darli struktur politik dan struktur institusional masyara -
kat yang belum mapan benar,yang masih lemah,berantakan,ki-

sruh,dan kacau.

Selanjunya,Kepemimpinan
dinamis; sedang dalam keadaan kritis serta masa perang, -
kaum militer cenderung menjadi semakin otoriter dan sema -
kin keras.

Sifat-sifat kepemimpinan militer/ABRI yang sanrat -
menonjol antara lain ialah : .

1) Otoriter lewat komando dan asas efisiensi;
2) Ada disiplin tinggi dan esprit de corps yang kuat,serta
pengabdian penuh pada tugas-tugas;

3) Interaksi yang searah,disertai kepatuhan total terhadap
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komando dengan penentuan tugas-tugas yang jelas; dan
rusa tanggung jawab yang besar;

L) Memiliki stamina (daya tahzn) fisik dan mental yang
tinggi/kuat berkat latihan-latihan rutin setiap hari; -
dengan daya reaksi yang cepat,hati-hati,cermat-teliti;

5) Memiliki loyalitas dan integritas tinggi, yang di lam -
bari sifat kejujuran;

6) Bersikap selalu terbuka terhadap perubahan,progres/ke -
majuan,ide-ide baru,inovasi dan modernisasi;

7) Efisien secara teknis dan taktis;di samping kompeten da
lam pendidikan dan pertempuran atau perang;

8) Kompetensi tersebut mengarah pada profesionalisasi,den-
gan kemampuan manajerial serta kemampuan tempur yang

semakin tinggi.(Dr. Kartini Kartono, 1994 : 256)

ABRI dalam mengemukakan pandanganya dalam mengenai
sesuatu yang penting dan bersangkutan dengan negara den
bangsa. Kalau kemudian pimpinan nasional mengambil keputu-
san,maka ABRL taat pada kepuluson itu seKallpun mungkin -
berbeda atau bertentuangan dengan pendapat ABRI yang telah
dikemukakan.Akan tetapi karena BRI memberikan pendapatnya
setelah mengadakan pertimbangan vang luas dan mendalam,ma-
ka biasanya bobot pendapatnya cukup tinggi dan karena itu
menjadi perhatian dan pertimbangan penting bagi pimpinan
nasional. Contohnya adslah pendapat yang disampaikan olech

pimpinan TNI kepada Presiden Sockarno untuk mengeluarkan -

dekrit untuk kembali ke UUD 194 pada tahun 1959, ketika -
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Majelis Konstituante menghadapi kemacetan yang merugikan

negara dan bangsa,(Sayidiman Suryohadiprojo, 1992 : 229)

Untuk dapat menyampaikan pendapat yang berbobot -
mengenal hal-hal yang bersangkutan dengan negara dan bang-
sa para perwira. terutama yang menduduki jabatan- jabatan
pimpinan di Pusat dan Daerah, tentu harus mempunyai pandan
gan kemasyarakatan yang cukup luas., Dan mampu untuk mengu-

kur pandangan yang ada dalam masyarakat,

Dengan demikian keberhasilan kepemimpinan ABRI un-
tuk memenuhi harapan amat di tentukan oleh sikap kepemim -
Pinannya itu sendiri. Sudah tentu sikap kepemimpinan itu
bersifat kerakyatan artinya ABRI mengutamakan kedaulatan -
rakyat dalam sistem kenegaraan kita, dan sebaliknya me-
nolak Diktator, termasuk diktator militer. Akan tetapi ju-
ga penting sekali bahwa sikap kepemimpinanitu terbuka un-

tuk mencapai tujuan yang sama,



